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ABSTRACT 

 

The action of the defendant which is considered a breach because the defendant does not have good faith in 

carrying out his obligations which has made an agreement to return the remaining debt to the creditor. Problems 

studied:1. Legal consequences of breach on receivable and liability Agreements in Decision 

Number:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko. 2. What is the Judge's consideration when making a decision against a party 

who is in breach in the breach Case in the Debt-Receivable Agreement in Decision 

Number:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko? The research method that used is the normative juridical method. The 

research that was may be concluded: The legal consequences of Breach on Debt Agreements in Decision 

Number:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko are that the defendants must return the remaining debt receivables that have 

been lent as agreed, in the amount of Rp. 69,600,000.00. to the plaintiff. The defendants are also required to pay 

court fees that arise in the case in the amount of Rp. 361,000.00. And the Judge's consideration when making a 

decision against the party who did breach in the breach Case in the Judgment receivable and liability Agreement 

Number:11/Pdt.GS/2020/PN Bko, the Judge underlies the legal relationship between the plaintiff and the 

defendants, examination in court of the evidences and witnesses that have been submitted by the plaintiff and 

the defendants, the answers of the defendants also justify the arguments of the lawsuit so that legal facts are 

obtained that the defendants have failed to fulfill their obligations that is paying off their debts to the plaintiff. 

 

Kata kunci : Breach, Agreement, Receivable and liability 

 

 
  

I. PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

 

 Di Indonesia Utang Piutang bukan hal yang 

asing ditelinga semua orang, Utang Piutang 

merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan 

pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada 

umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu 

adalah sebagai pihak yang memberikan pinjaman, 

sedangkan pihak yang satu lagi adalah sebagai yang 

menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan 

dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai 

dengan yang diperjanjikan antara keduanya. 

 

Perjanjian yang dilakukan berdasarkan 

kesepakatan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian 

yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa 

perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu 

sudah dilahirkan sejak detik lteracapai lkesepakatannya. 

lDengan lkata llain, lPerjanjian litu lsudah lsah lapabila lpara 

lpihak ldalam lperjanjian lsudah lsepakat lmengenai lhal-

hal lpokok lyang ldiperjanjikan. lPada lumumnya lsuatu 

lperjanjian lakan lberlangsung ldengan lbaik ljika lpara 

lpihak lyang lmelaksanakan lperjanjian ltersebut ldilandasi 

loleh litikad lbaik, lnamun lapabila lsalah lsatu lpihak ltidak 

lberitikad lbaik latau ltidak lmelaksanakan lkewajibanya.1 

 

Wanprestasi ladalah lkelalaian ldebitor luntuk 

lmemenuhi lkewajibannya lsesuai ldengan lperjanjian 

lyang ltelah ldisepakat. lseseorang ldianggap lingkar ljanji 

 
1 Gatot Supramono, 2014, Perjanjian Utang 

Piutang, Kencana, Jakarta, hlm.8 
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lapabila lia lmelakukan latau lberbuat lsesuatu lyang ltidak 

lboleh ldilakukannya. lMenurut lpasal l1238 lKUHPerdata 

lmenyebutkan:2 

“Debitor llalai, latau lapabila ldengan lsurat lperintah latau 

ldengan lsebuah lakta lsejenis litu ltelah ldinyatakan llalai, 

latau ldemi lperikatannya lsendiri lialah ljika lini 

lmenetapkan lbahwa ldebitor lharus ldianggap llalai 

ldengan llewatnya lwaktu lyang lditentukan. l 

 

Prestasi ladalah lsuatu lyang lwajib lharus 

ldipenuhi loleh lpihak ldebitor ldalam lsetiap lperikatan. 

lPrestasi lmerupakan lisi ldari lpada lperikatan. lSehingga 

lapabila lpihak ldebitor lgagal lmelaksanakan 

lkewajibannya ldalam lpemenuhan lsuatu lprestasi lmaka 

lia ldapat ldikatakan ltelah lmelakukan lingkar ljanji 

 

Sebagaimana lyang lterjadi ldidalam lperkara 

lkasus lwanprestasi ldalam lPutusan 

lNomor:11/Pdt.G.S/2020/PN lBko lyang lmerupakan 

lperkara lperbuatan lwanprestasi lyang ldiajukan loleh 

lIndra lYani ldiwakili loleh lkuasa lhukumnya, lyang 

lbertindak lsebagai lpihak lpenggugat lmengajukan 

lgugatan lterhadap lHardi ldan listrinya lRetno lYuliana 

lsebagai lpihak ltergugat. lTindakan lpihak ltergugat lyang 

ldianggap lsebagai lwanprestasi loleh lpenggugat lkarena 

ldalam lmelaksanakan lsuatu lpenjanjian lpinjam-

meminjam lberupa luang ltunai, ltergugat ltidak lberiktikad 

lbaik ldalam lmelaksanakan lkewajibannya lsebagai 

ldebitor lyang ltelah lmembuat lsuatu lperjanjian luntuk 

lmengembalikan lsisa lutangnya lkepada lkreditor.Pihak 

ltergugat lsama lsekali lbelum lada liktikad lbaik luntuk 

lmelunasi lutangnya. lKarena ltidak ladanya liktikad lbaik 

ldalam lmelunasi lutang, lhal lini lmenjadi lpenyebab 

lterjadi lsebuah lsengketa lantara lkedua lbelah lpihak lyang 

lhal lini lkemudian lberlanjut lkesebuah lperadilan lnegeri 

ldengan lnomor lregistrasi lperkara l11/Pdt.G.S/2020/PN 

lBko. lPerkara ltersebut lmerupakan lupaya lhukum lyang 

lditempuh lpenggugat luntuk lmelawan lpihak ltergugat 

lterhadap lperkara lwanprestasi lperjanjian lutang-piutang 

lsebesar lRp l83.600.000,- l(delapan lpuluh ltiga ljuta lenam 

lratus lribu lrupiah). 

 

Berdasarkan llatar lbelakang ldi latas, lmaka 

lpenulis ltertarik luntuk lmelakukan lpenelitian lkarya 

lilmiah ldengan ljudul l“TINJAUAN lYURIDIS 

lWANPRESTASI lDALAM lPERJANJIAN lUTANG 

lPIUTANG lANTARA lKREDITOR lDENGAN 

lDEBITOR l(Studi lPutusan 

lNomor:11/Pdt.G.S/2020/PN lBko) 
 

 
2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

B. Rumusan Masalah  

 

1. Akibat lHukum ldari lWanprestasi lterhadap 

lPerjanjian lUtang-Piutang lpada lPerkara lStudi 

lPutusan lNomor:11/Pdt.G.S/2020/PN lBko. 

2. Apakah lPertimbangan lHakim lketika 

lmenjatuhkan lputusan lterhadap lpihak l lyang 

lmelakukan lWanprestasi ldalam lKasus 

lWanprestasi ldalam lPerjanjian lUtang-Piutang 

lpada lPerkara lStudi lPutusan 

lNomor:11/Pdt.G.S/2020/PN lBko l? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

1. Untuk mengetahui Akibat Hukum dari 

Wanprestasi terhadap Perjanjian Utang-

Piutang pada Perkara Studi Putusan 

Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko. 

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim 

ketika menjatuhkan putusan  terhadap pihak 

yang melakukan Wanprestasi dalam Kasus 

Wanprestasi dalam Perjanjian Utang-Piutang 

pada Perkara Studi Putusan 

Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko. 

II. METODE lPENELITIAN 

 

1. Jenis lPenelitian l 

 

Jenis lPenelitian lyang ldigunakan ldalam 

lpenelitian lini ladalah ldengan lmenggunakan ljenis 

lpenelitian lyuridis lnormatif. lPenelitian lyuridis 

lnormatif ladalah lpenelitian lhukum lyang 

ldilakukan ldengan lcara lmeneliti lbahan lpustaka 

latau lbahan lsekunder lbelaka lyakni lmengacu 

lkepada lnorma-norma lhukum lyang lterdapat 

ldalam lperaturan lperundang-undangan ldan 

lputusan-putusan lpengadilan lserta lnorma-norma 

lhukum ldi ldalam lmasyarakat.3 

 

2. Sumber lData l 

 

a. Bahan lHukum lPrimer l 

 

Bahan lHukum lPrimer ladalah lbahan-bahan 

lyang lbersifat lmengikat lseperti lUndang-

Undang ldan lPutusan lHakim. lBahan lHukum 

 
3 Nurul Qamar dkk, 2017, Metode Penelitian 

Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), Jakarta, hlm.2 

https://www.google.co.id/search?hl=id&gbpv=0&q=inpublisher:%22CV.+Social+Politic+Genius+(SIGn)%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwisuaK2vPn0AhXjT2wGHTFADfoQmxMoAHoECB0QAg


lPrimer lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini 

ladalah: 

a) Kitab lUndang-Undang lHukum lPerdata 

l(KUHPerdata) 

b) HIR l(Herzien lInlandsch lReglement) 

c) Putusan lNomor:11/Pdt.G.S/2020/PN 

lBko 

 

b. Bahan lHukum lSekunder 

 

 l l l lBahan lHukum lSekunder lmerupakan 

lbahan-bahan lyang lerat lkaitannya ldengan 

lbahan lhukum lprimer. lData lsekunder 

ldiperoleh ldari lhasil lpenelitian lkepustakaan 

ldengan lmengumpulkan ldan lmenganalisa 

lbahan-bahan lkepustakaan lyang lerat 

lkaitannya ldengan lWanprestasi ldalam 

lperjanjian utang-piutang lserta lmelakukan 

lwawancara ldengan lHakim lPengadilan 

lNegeri l1B lBangko. 

 

c.  lBahan lHukum lTersier 

Bahan lHukum lTersier ladalah lbahan 

lhukum lyang lmemberikan lpenjelasan 

lmengenai lbahan lhukum lprimer ldan lbahan 

lhukum lsekunder, lmisalnya lkamus-kamus 

lhukum. l 

 

3. Teknik lPengumpulan lData 

 l l lMetode lpengumpulan ldata lyang ldigunakan 

ldalam lpenulisan lskripsi lini ladalah lmetode 

lpenelitian lkepustakaan l(library lresearch), lyakni 

ldengan lmempelajari lperaturan lperundang-

undangan, lbuku, linternet, lputusan lpengadilan 

lyang lberkaitan. 

 

4. Analisis lData l 

 l l lSelanjutnya ldari ldata-data lyang lterkumpul 

ldianalisis lsecara lkualitatif lyaitu ldata lyang ltelah 

ltersedia ldianalisis luntuk lselanjutnya lditarik 

lkesimpulan lsecara lumum, lsehingga 

lmenghasilkan ldata ldeskriptif lanalisis lyang 

lmenggambarkan lkesimpulan ldari lpermasalahan 

lyang lada. 

 

 

 

 

III. HASIL lPENELITIAN lDAN lPEMBAHASAN 

A. Akibat lHukum ldari lWanprestasi lterhadap 

lPerjanjian lUtang lPiutang lpada lPerkara lStudi 

lPutusan lNomor:11/Pdt.G.S/2020/PN lBko. 

 

 l l l l l l l lDalam lPutusan lNomor:11/Pdt.G.S/2020/PN lBko, 

lTergugat lI ldan lTergugat lII ltelah lmelakukan lingkar 

ljanji latau ldisebut ljuga ldengan lwanprestasi lkepada 

lpenggugat lkarena ltidak lmemenuhi lprestasi 

lsebagaimana lyang ltelah ldiperjanjikan lyaitu lTergugat lI 

ldan lTergugat lII ltidak lmengembalikan lsisa ltagihan 

lutang lyang ltelah ldiperjanjikan lpada ltanggal l12 

lSeptember l2019 luntuk lmengembalikan lsisa ltagihan 

lutang ltersebut. 

 

  lKarena ltergugat lI ldan ltergugat lII ltelah ldinyatakan 

llalai latau lwanprestasi, ltentunya lakan lmenimbulkan 

lakibat lhukum latas lterjadinya lwanprestasi ldidalam 

lperjanjian lutang-piutang lini. lAkibat lhukum lyang 

ltimbul ladalah ltergugat lI ldan ltergugat lII lwajib luntuk 

lmembayar lsisa ltagihan lutang lkepada lpenggugat 

lsebanyak lRp. l69.600.000,00 l(enam lpuluh lsembilan 

ljuta lenam lratus lribu lrupiah). lTergugat lI ldan ltergugat lII 

ljuga ldiwajibkan luntuk lmembayar lbiaya lperkara lyang 

ltimbul ldalam lperkara ltersebut lyaitu lsebanyak lRp. 

l361.000,00 l(tiga lratus lenam lpuluh lsatu lribu lrupiah) 

ldan lmenghukum ltergugat lI ldan ltergugat lII luntuk lpatuh 

lpada lputusan lpengadilan ldalam lperkara ltersebut. 

 

B. Apakah lPertimbangan lHakim lketika 

lmenjatuhkan lputusan lterhadap lpihak lyang 

lmelakukan lWanprestasi ldalam lKasus 

lWanprestasi ldalam lPerjanjian lUtang-

Piutang lpada lPerkara lStudi lPutusan 

lNomor:11/Pdt.G.S/2020/PN lBko. 

 

 Yang lmenjadi lpersengketaan lantara lkedua lbelah 

lpihak ladalah lmengenai lkewajiban ltergugat luntuk 

lmelunasi lpinjaman lkepada lpenggugat lkarena ltergugat 

lbelum lbisa lmembayar lsisa lpinjamannya. lPenggugat 

lmendalilkan lbahwa lpenggugat ldan ltergugat ltelah 

lmembuat lkesepakatan lperjanjian ltentang 

lpengembalian lsisa lpinjaman ltergugat ldan lmembuat 

lkesepakatan lmenagih lbersama ldikarenakan luang 

ltersebut ldipinjamkan lpara ltergugat lkepada lorang llain. 

lSetelah lHakim lmempelajari lgugatan lpenggugat 

ltersebut, lmaka ldapat ldisimpulkan lpokok lpermasalahan 

ldalam lperkara lini ladalah ltentang ladanya lkewajiban 

lyang ltidak ldilakukan loleh lpihak lpara ltergugat lterhadap 

lpenggugat lsebagaimana lbukti lP-11 ldan lbukti lT-1 

lyakni lkesepakatan lperjanjian lantara lpenggugat ldan 



lpara ltergugat lterhadap lsisa lutang lsejumlah lRp. 

l83.600.000,00 l(delapan lpuluh ltiga ljuta lenam lratus lribu 

lrupiah) ltertanggal l12 lSeptember l2019 ldan ltelah 

ldibayarkan lRp. l14.000.000,00 l(empat lbelas ljuta 

lrupiah) ldengan lsisa lRp. l69.600.000,00 l(enam lpuluh 

lsembilan ljuta lenam lratus lribu lrupiah). lPertimbangan 

lHakim lketika lmenjatuhkan lputusan lterhadap lpihak 

lyang lmelakukan lWanprestasi ldalam lKasus 

lWanprestasi ldalam lPerjanjian lUtang-Piutang lpada 

lPerkara lStudi lPutusan lNomor:11/Pdt.G.S/2020/PN 

lBko ladalah lHakim lmendasari ladanya lhubungan 

lhukum lyakni lperjanjian lpinjam-meminjam lantara 

lpenggugat ldan lpara ltergugat lserta lpenggugat lmampu 

lmembuktikan ldalil lutama lkemudian ldiuraikan, 

lpemeriksaan ldalam lpersidangan lterhadap lbukti-bukti 

ldan lsaksi lyang ltelah ldiajukan loleh lpenggugat ldan lpara 

ltergugat, ljawaban lpara ltergugat ljuga lmembenarkan 

ldalil-dalil lgugatan lsehingga ldiperoleh lfakta lhukum 

lbahwa lpara ltergugat ltelah llalai ltidak lmemenuhi 

lkewajibannya lyaitu lmelunasi ltagihan lutangnya lkepada 

lpenggugat 

 

IV. KESIMPULAN lDAN LSARAN 

 

1. Akibat lHukum ldari lWanprestasi lterhadap 

lPerjanjian lUtang lPiutang lpada lPerkara lStudi 

lPutusan lNomor:11/Pdt.G.S/2020/PN lBko ladalah 

lpara ltergugat lharus lmengembalikan lsisa ltagihan 

lutang lyang ltelah ldipinjamkan loleh lpenggugat 

lsebagaimana lyang ltelah ldiperjanjikan lyaitu 

lsejumlah lRp. l69.600.000,00 l(enam lpuluh 

lsembilan ljuta lenam lratus lribu lrupiah) lkepada 

lpenggugat. lPara ltergugat ljuga ldiharuskan luntuk 

lmembayar lbiaya lperkara lyang ltimbul ldalam 

lperkara ltersebut lsebanyak lRp. l361.000,00 l(tiga 

lratus lenam lpuluh lsatu lribu lrupiah). l 

 

2. Pertimbangan lHakim lketika lmenjatuhkan lputusan 

lterhadap lpihak lyang lmelakukan lWanprestasi 

ldalam lKasus lWanprestasi ldalam lPerjanjian lUtang-

Piutang lPutusan lNomor:11/Pdt.G.S/2020/PN lBko, 

lHakim lmendasari ladanya lhubungan lhukum lantara 

lpenggugat ldan lpara ltergugat ldibuktikan 

lpemeriksaan ldalam lpersidangan lterhadap lbukti-

bukti ldan lsaksi lyang ltelah ldiajukan loleh lpenggugat 

ldan lpara ltergugat, ljawaban lpara ltergugat ljuga 

lmembenarkan ldalil-dalil lgugatan lsehingga 

ldiperoleh lfakta lhukum lbahwa lpara ltergugat ltelah 

llalai ltidak lmemenuhi lkewajibannya lyaitu lmelunasi 

ltagihan lutangnya lkepada lpenggugat. 

 

 

Adapun lsaran lpenulis lyaitu lsebagai lberikut: l 

 

1. Debitor lharusnya lberitikad lbaik luntuk 

lmelaksanakan lkewajibannya lsebagaimana lyang 

ltelah ldiperjanjikan lkepada lkreditor lyaitu luntuk 

lmelunasi ltagihan lutang lyang ltelah ldipinjamkan 

lkreditor lkepada ldebitur lagar ltidak lterjadi 

lwanprestasi l(ingkar ljanji) lyang lpada lakhirnya 

lmerugikan lkreditor. 
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